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ABSTRAK 

Nama/Nim   : Rini Dea Tisa 

Judul Tugas Akhir  : Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kota Pariaman       

Pembimbing   : Vita Fitria Sari, SE, M.Si 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis potensi 

pajak restoran di kota Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 

tugas akhir adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui tanya jawab 

dengan karyawan terkait dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada 

yaitu dari BPKPD Kota Pariaman. Data yang terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan penelitian deskriptif dan hasil penelitian diketahui bahwa potensi 

pajak restoran mengalami peningkatan dan penurunan pada persentase tingkat 

pencapaian.  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa potensi pajak 

restoran kota Pariaman cukup besar setiap tahunnya, dengan semakin 

meningkatnya penjualan restoran/rumah makan setiap tahunnya. Namun potensi 

pajak restoran yang diterima tidak sebanding dengan potensi yang dihitung. 

Berdasarkan perhitungan, perbandingan potensi pajak restoran dengan penerimaan 

pajak restoran sangat tinggi. Artinya, potensi yang dimiliki belum terealisasi 

dengan baik, karena realisasi penerimaan yang dihasilkan angkanya masih jauh 

dibawah potensi penerimaan. Hal ini terjadi karena penggalian dan pengelolaan 

potensi yang ada masih belum optimal serta pemungutan pajak belum berjalan 

dengan baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah 

Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai 

kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan 

pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan 

potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan 

otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta 

masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi 

serta keanekaragaman daerah.  

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut 

memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang 

lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, 

dan peran antara pemerintah pusat dan daerah membuat masing-masing 

daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki 

sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses  

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada banyak sumber pendapatan 

daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya 
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yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan 

daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat 

melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena 

itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber 

penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah memberikan 

kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai 

salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya 

peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber 

daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah 

dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang 

cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, 

yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang adalah Pajak 

Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
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restoran. Pajak Restoran di Kota Pariaman diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 dimana restoran yang dimaksud adalah 

fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang 

mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/catering. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut 

adalah 10%. Pemungutan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah 

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 

Besarnya pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

dengan dasar pengenaan pajak. 

Kota Pariaman adalah sebuah kota yang letaknya di provinsi Sumatera 

Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang atau 25 km 

dari Bandara Internasional Minangkabau. Pada tahun 2021, jumlah penduduk 

kota ini sebanyak 95.519 jiwa. Kota Pariaman merupakan daerah penyangga 

dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Kota Pariaman diresmikan 

sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 

Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki luas 

wilayah sekitar 73,36 Km². Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif 

dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan 

pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 

oleh Mendagri Soepardjo Rustam dengan Wali kota pertamanya Drs. Adlis 

Legan (1987-1993). 
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Dengan letak Kota Pariaman yang strategis berjarak 56 km dari Kota 

Padang dapat dengan mudah dikunjungi baik menggunakan kendaraan pribadi 

ataupun kendaraan umum seperti kereta api, dan Kota Pariaman berada dekat 

dengan laut penghasil ikan yang terkenal dengan kulinernya yang khas seperti 

gulai kapalo ikan, gulai ratak-ratak lado padi, ikan bakar laut, nasi sek, nasi 

sala, sala lauk, sehingga memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi 

penunjang dalam menarik lebih banyak wisatawan. Kota Pariaman juga rutin 

menyelenggarakan event-event setiap tahunnya seperti penyelenggaraan 

festival tabuik, triathlon, lomba cik uniang cik ajo kota Pariaman dan lain-lain 

yang diharapkan dapat menambah penerimaan pajak Kota Pariaman seiring 

dengan meningkatnya jumlah pengunjung Kota Pariaman. 

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Restoran di Kota Pariaman 
Tahun 2017-2022 

 
Tahun Jumlah 

2017 89 
2018 103 
2019 90 
2020 91 
2021 91 
2022 91 

Sumber : BPS Kota Pariaman 

Terlihat pada tabel di atas perkembangan jumlah restoran yang ada di 

Kota Pariaman cenderung konstan dimana pada tahun 2017 jumlah restoran 

mencapai 89 restoran, pada tahun 2018 jumlah restoran mengalami 

peningkatan dimana mencapai 103 restoran, pada tahun 2019 jumlah restoran 

mengalami penurunan dimana mencapai 90 restoran, pada tahun 2020 jumlah 
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restoran mencapai 91 restoran, pada tahun 2021 jumlah restoran tetap yaitu 91 

restoran dan pada tahun 2022 jumlah restoran tetap yaitu 91 restoran. 

Menurut data BPKPD pada tahun 2021 jumlah restoran yang terdaftar 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman 

sebanyak 80 restoran, dimana dari 80 restoran tersebut 62 restoran sudah 

membayar pajak restoran dan 18 restoran belum membayar pajak restoran. 

Tabel 1. 2 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran 
Tahun 2017-2022 

 

Tahun 
Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Pencapaian 

2017 1.421.200.000 1.174.381.502 82,63 

2018 1.250.000.000 1.473.461.476 117,88 

2019 1.400.000.000 1.661.724.895 118,69 

2020 1.200.000.000 1.394.676.853 116,22 

2021 1.500.000.000 1.546.708.446 103,11 

2022 1.300.000.000 1.416.519.793 108,96 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman 

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan realisasi pemungutan 

pajak restoran pada tahun 2017 penerimaan terhadap pajak restoran mencapai 

82,63%, pada tahun 2018 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami 

peningkatan dimana mencapai 117,88%, pada tahun 2019 penerimaan 

terhadap pajak restoran mengalami sedikit peningkatan dimana mencapai 

118,69%, pada tahun 2020 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami 

penurunan dimana mencapai 116,22%, pada tahun 2021 penerimaan terhadap 

pajak restoran mengalami penurunan lagi dimana mencapai 103,11, pada 

tahun 2022 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan 

dimana mencapai 108,96%. 
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Penerimaan pajak restoran Kota Pariaman sudah mencapai target 

hampir disetiap tahunnya. Dimana pada tahun 2017 target pajak restoran 

sebesar Rp 1.421.200.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 

1.174.381.502, pada tahun 2018 target pajak restoran sebesar Rp 

1.250.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.473.461.476, 

pada tahun 2019 target pajak restoran sebesar Rp 1.400.000.000 dicapai 

dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.661.724.895, pada tahun 2020 

dimana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 target pajak restoran sebesar 

Rp 1.200.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 

1.394.676.853, pada tahun 2021 target pajak restoran sebesar Rp 

1.500.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.546.708.446 

dan pada tahun 2022 target pajak restoran sebesar Rp 1.300.000.000 dicapai 

dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.416.519.793. Dengan melihat 

perkembangan restoran yang cenderung konstan sedangkan untuk pencapaian 

target pajak restoran Kota Pariaman yang berfluktuasi maka pemerintah dapat 

mengkaji ulang bagaimana penetapan target pajak restoran karena potensi 

yang dimiliki pajak restoran mampu lebih besar lagi dalam penerimaan 

realisasinya. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian bagaimana potensi real pajak restoran yang ada di Kota Pariaman, 

apakah sudah optimal atau belum, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Potensi Pajak Restoran di Kota Pariaman”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan yaitu : 

1. Seberapa besar potensi real penerimaan pendapatan Pajak Restoran yang 

dimiliki oleh Kota Pariaman 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan, yaitu : 

1. Untuk menganalisis besar potensi real penerimaan pendapatan pajak 

restoran yang dimiliki oleh Kota Pariaman 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari 

dilakukan penelitian, yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli 

madya bidang Akuntansi dan sebagai bahan untuk menambah wawasan 

pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori akuntansi 

yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung 

kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan 

dalam menganalisa potensi pajak restoran maupun pajak lainnya. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi 

pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus 

laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian 

dan pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dapat 

disimpulkan bahwa dari omzet penjualan wajib pajak dapat dihitung berapa 

potensi pajak restoran. Jika dilihat dari potensi yang dimiliki wajib pajak 

cukup besar untuk penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman. Namun 

Realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima tergolong masih rendah. 

Hal itu dapat dilihat berdasarkan perhitungan perbandingan potensi pajak 

restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran memiliki selisih yang 

tinggi. Dapat dilihat pada Rumah Makan Sambalado tahun 2021 realisasi 

penerimaan pajak restoran hanya sebesar Rp 2.167.800, sedangkan potensi 

pajak restoran sebesar Rp 169.200.000 per tahun. Dimana selisih 

perbandingan penerimaan dan potensi maksimalnya sebesar Rp 167.032.200 

dan selisih perbandingan penerimaan dan potensi optimalnya sebesar Rp 

125.274.150. Artinya potensi pajak restoran yang dimiliki belum dapat 

terealisasi dengan baik, karena realisasi penerimaan yang dihasilkan angkanya 

masih jauh dibawah potensi pajak restoran yang ada. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap masing-

masing objek dan subjek pajak restoran sehingga dapat diketahui apakah 

pajak restoran yang disetorkan sudah benar-benar dihitung dari jumlah 

pembayaran riil yang diterima restoran. Penggunaan sistem bill jika 

dilakukan dengan baik dan jujur oleh pemilik restoran maka akan dapat 

meningkatkan pajak restoran mendekati kondisi ril. 

2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan 

daerah dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang 

menunggak atau keberatan membayar kewajiban pajaknya. 

3. Perlu dilakukan pengecekan kembali bagaimana penetapan target pajak 

restoran yang ada di Kota Pariaman. 
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